
BUPATI BARITO UTARA 
PROVIl'fSJ K4IJMANTAN TENGAB 

PERATURAN BUPATI BARJTO UTARA 

lllOMOR 6"\ TAHUN 2017 

TENTANO 

STAlfDAR OPERASI01'AL PROSEDUR 
SATUAN POLISI PAMONO PRAJA KABUPATEN BARITO UTARA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BARITO UTARA , 

Meni:mbang : a. babwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat 
(2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahuo 2011 
tentang Standar Operasional Prosedur Saruan Polisi 
Pamong Praja, perlu menctapkan Petunjuk Teknis Standar 
Operasional Prosedur Satuan Polisi ?among Praja 
Kabupaten Baril<> Uu.xa; 

Mengingat 

b . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, Stsndar OperasionaJ Prosedur Satuan Polisi 
Pamong Praja Kabupaten Barito Utara perlu ditetapkan 
dengan Peraturan Bupati Barito Utara; 

: l. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 ten tang Penetapan 
Undang-undang Darurat Nomor 3 Tabun 1953 tentang 
Pembentukan Oaerab Tingkat II di l<alirnaots•n (Lembarao 
Negara Republik Indonesia Tahun 1953, nomor 9) sebagai 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun l9S9 Nomor 72, Tambahan Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Noroor 1820}, sebagaimana r.elah 
bebcrapa kali cliubah tere.khir dengan Undang-Undang 
Nornor 8 1'ahun 1965 tenta.ng l'erobentukan Daerah 1'ingkat 
II Tanab Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerab Tingkat n 
Tabalong dengan mengubab Undang-Undang Noroor 27 
Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat 
Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembcntukan Daerah Tinjll<at 
11 di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara 
Repubik Indonesia Nomor 2756; 

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 
Penanggulangan Bencaoa (Lernbaran Negara 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan 
Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 

tentang 
Republik 

Lembaran 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 centang 
Pemeriotahan Daerah 

• 



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 20 15 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahill1 Oaerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraruran Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114) Peraturan Pemerintah ini 
ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 232 ayat I 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 
Daerah; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tenlang Satuan 
Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5094); 

6 . Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 
Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 
2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambaban Lembaran 
Republik Indonesia Nomor 5887); 

8. Peraturan Menleri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 
tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kcrja Satuan Polisi 
Pamong Praja (Serita Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2011 
Nomor590); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 
t=tang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong 
Praja (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 
705); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 
tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1837); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tabun 2015 
tentang Pembentukan Prod.ult Hukum Daerab (Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

12. Keputusan Gubemur Kalimantan Tengah Nomor 
188.44/49/2013 tanggal 22 Januari 2013 tentang Petunju.k 
Teknis Standar Operasional Prosedur (SOP) Satuan Polisi 
?among Praja Provinsi Kalimantan Tengah; 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 
2016 te.ntang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerab Kabupaten Barito 
Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambaban Lembaran Daerah 
Kabupaten Barito Utara Nomor 6); 

14. Peraturan Bupali Barito Utara Nomor 38 Tabun 2016 
te.ntang Sususan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat 
Daerah Kabupaten Barito Utara (Serita Daerah Kabupaten 
Barito Utara Tahun 2016 Nomor 38) 



Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TElffANG STANDAR OPERASIONAL 
PROSEDUR SATUAN POLIS! PAMONG PRA.JA 
KABUPATEN BARlTO UTARA 

SABI 
KETENTUAN UM'tJJI 

Pual 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adaJah J<abupaten Barito Utara. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Utam. 
3. Bupati ada1ah Bupati Barito Utara. 
4. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang selanjmnya 

disebut Satpol PP dan Damkar adalah Satpol PP dan Damkar J<abupaten 
Barito Utara. 

5. Polisi Pam.ong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparaL pemerintah 
Dae.rah da1am penegakan peraturan Daerah clan penyelcnggaraan 
ketertiban umum, dan ketentraman masyarakat. 

6. Petugas Operasional adalab semua pegawai yang melakukan tugas-tugas 
Penegakan Perda, Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman 
Masyarakal dan Perlindungan Masyarakat. 

7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang 
selanjutnya disebut Kepala Satuan adalah Kepala Satpol PP dan Damkar 
Kabupaten Barito Utara. 

8. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalab PPNS 
di lingkungan PemerinLah Kabupaten Barito Utara. 

9 . Perangkat Daerah adalah Perangkat Dacrah di lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Barito Utara. 

10. Standai- Operasional Prosedur Satuan Polisi Parnong Praja yang 
selanjutnya disingkar SOP Satpol PP adalab prosedur bagi aparat Polisi 
Pamong Praja dalam rangka meningkatkan kesadaran dalam 
melaksana.kan tugas menegakan Peraturan Daerah dalam rangka 
meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat, aparat serta badan 
hukum terhadap Pcraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan 
Keputusan Kepala Daerah serta penyelenggaraan Ketertiban Umum, 
Ketentraman Masyarakat. 

BAB ll 
MAKSUD DAN TUJUAl'I 

Pasal 2 

Maksud SOP Satpol PP adalah sebagai pedoman teknis bagi Satpol PP dalam 
melaksanakan tugas untuk meningkatkan kepatuhan dan ketaatan 
masyarakat terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan 
Keputusan Kepala Daerah, scrta menyelenggarakan Ketertiban Umum dan 
Ketentraman Masyarakal. 

Pual3 

SOP Satpol PP bertujuan untuk mewujudkan kescragaman pelaksanaan tugas 
Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraruran Daerah, Peraturan Kepala 
Oaerah, dan Keputusan Kepala Daerah serta Penyelenggaraan Ketertiban 
Umum dan Ketentraman Masyarakat. 



BABID 
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

Pasa.14 

Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas operasional sesuai dengan 
SOP Satpol PP. 

Pasal 5 

(I) SOP Sal-pol PP meliputi: 
a. SOP penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; 
b. SOP ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; 
c. SOP pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa; 
d. SOP pelaksanaan pengawalan pejabaL dan orang-orang pen ting; 
e . SOP pelak~aan µengamanan tempat-1.<,mpal pcnting; dan 
f. SOP pelaksanaan operasional patroli; - --------, 

(2) Petunjuk teknis SOP Satpol PP sebagaimana dimaksu 
tercantum dalam lamp!ran yang merupakan bagian tidak 
Peraruran Bupati ini. 

BAB JV 
PENDANAAN 

Paaal6 

Pendanaan pelaksanaan SOP Satpol PP dlbebankan 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Utara. 

BABV 
PENUTUP 

Pasa17 

. ..... ) 
PH,AM:..iOL.'itl 111,\'lM 
BERM~ 
(... . . . . . . .. 
F&AiS" > PEIIGETIK 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal cliundangkan. . .. . . • ) 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dala.m Serita Dacrah Kabupaten 
Barito Utara. 

Diundangkan di Muara Teweh 
pada tanggal ;, Oktober 2017 

SE~~RAH KABUPATEN 

-JAINAL ABIDIN 

Ditetapkan di Muara Teweh 
pada tanggal o Oktober 2017 

BARITOUTARA , 

SERITA DAERAB KABUPATEN BARITO UTARA TAHON 2017 NO 
Salinan aesuai dengan asllnya 
KEPALA BAGIAN HOKUM, 

FJFAUZI 
NIP. 19710921 199803 1 004 

8El<RETARl8 

KAB I O p 
KMUBBAM<A!il 

PELAK8ANA 
.!il:l\~MlL a'!ln.t)Q 



LAMPJRAN : 
PERATURAN BUPATI BARJTO UTARA 
NOMOR 6~ TAHUN 2017 
TENTANG STANDAR OPERASIONAL 
PROSEDUR SATUAN POLISI PAMONG 
PRAJA KABUPATEN BARJTO UTARA. 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SATUAII POLISI PAMONG PRAJA 

I. SOP PEifEOAKAN PERATURAl'I DAERAH DAN PERATURAN BUPATI 

1. Ruang Lingkup: 
a. melakukan pengarahan kepada masyarakat dan badan hukum 

yang melanggar Peraturan daerah; 
b. melakukan pembinaan dan atau sosialisasi kepada masyarakat 

dan badan Hukum; 
c. prefentif non yustisial; dan 
d . menindakan yustisiaJ. 

2 . Ketentuan Umum: 
a. mempunyai 1andasan hukum; 
b. tidak melanggar HAM; 
c. dilaksanakan sesuai prosedur; dan 
d. tidak menimbulkan korban/kerugian pada pihak manapun. 

3. Pengarahan agar masyarakat dan badan hukum mentaaLi dan 
mematuhi peraturan daerah. 

4 . Pembinaan dan atau sosialisasi: 
a . melakukan pendekatan kepada masyarakal dan badan hukum 

yang melanggar peraturan daerah; 
b. pembinaan perorangan, dilakukan dengan cara mendatangi 

kepada masyarakat dan badan hukum yang melanggar pcratura.n 
daerah untuk diberitahu, pengarahan dan pembinaan arti 
pentingnya kesadaran dan kepatuhan terbadap peraturan daerah 
dan keputusan kepala daerab; dan 

c. pembinaan kelompok, dilakukan dengan cara mengundang/ 
mengumpu1kan masyarakaL dan badan hukum yang melanggar 
peraturan daerab unruk diberikan pengarahan dan pembinaan, 
tentang arti pentingnya kesadaran dan kepatuhan t.erhadap 
Peraturan daerab dan keputusan kepala daerah. 

5. Peninda.kan preventif non yustisial 
Tindakan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja: 
a. penindakan terhadap para pelanggar Peraturan daerah, terlebih 

dahulu menanda tangani suraL pernyataaan bersedia dan 
sanggup mentaati dan mematuhi serta melaksanakan ketentuan 
dalam waktu 15 bari terhitung sejak penandatanganan surat 
pernyataan. 

b. apabila tidak melaksanakan dan atau mengingkari syaral 
pernyataannya, make akan diberikan: 
I) Surat teguran pertama, dengan tegang waktu 7(tujub) hari; 
2) Surat teguran kedua dengan tegang waktu 3 (tiga) hari; dan 
3) Surat teguran ketiga, dengan tegang waktu 3 (tiga) hari. 



c. apabila tidak melaksanakan dan/atau mengingkari surat teguran 
tetsebut, akan dilaporkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil 
(PPNS) untuk dilakukan proses sesuai peraturan perundang 
undangan yang berlaku. 

6. Penindakan Yustisial 
Pcnindakan yang dilakukan oleh PPNS: 
a. Penyelidikan 

l) Pada prinsipnya PPNS berdasarkan Pasal 257 Undang 
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tcntang Pemerintahan Daerah 
(atas kuasa undang-undang) memiliki kewenangan untuk 
melakukan penyelidikan. 

2) PPNS dalam rangka penyelidikan pelanggaran Peraturan 
daerah (Trantibum) dapat menggunakan kcwenangan 
pengawasan dan atau pengamatan untuk menemukan 
pelanggaran pidana dalam lingkup undang-undang yang 
menjadi dasar bukumnya (peraturan daerah). 

3) Dalam hal tertentu PPNS bila membutubkan kegiatan 
penyelidikan, dapat pula meminta banluan penyelidik Polri. 

b. Penyidikan Pelanggaran peraturan daerah: 
1) Dilaksanakan oleb PPNS setelah diket.ahui bahwa suatu 

peristiwa yang terjadi merupakan pelanggaran Peraturan 
daerah yang termasuk dalam lingkup tugas dan wewenang 
sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar 
hukumnya dalam wilayah ke,janya. 
Pclanggaran ketentuan peraturan daerah dapal diketahui 
dari: 
a) Laporan yang dapat diberikan oleh: 

(!) Setiap orang; dan/atau 
(2) Petugas. 

b) Tertangkap tangan baik oleh masyara.kat; dan/atau 
c) Diketahui langsung oleh PPNS. 

2) Dalam ha! terjadi pelanggaran Peraturan daerah baik melalui 
laporan, tertangkap tangan atau diketahui langsung o leh 
PPNS dituangkan dalam bentuk laporan kejadian yang 
ditandatangani oleh pelapor clan PPNS yang bersangkutan. 

3) Dalam bal terta.ngkap tangan. 
Setiap anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan PPNS dapat 
melaksana.kan: 
a) Tindakan pertama di tempat kejadian perkara; 
b) Melakukan tindakan yang diperlukan sesuai kewenangan 

yang diterapkan di dalam undang-undang yang menjadi 
dasar hukum Satuan Polisi ?among Praja dan PPNS yang 
bersangkutan; dan 

c) Segera melakukan proses penyidikan dengan koordinasi 
dengan instansi tcrkait sesuai dengan bidang, jenis 
pelanggaran peraturan daerah. 
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c. Pemeriksaan: 
1) Pemeriksaan tersangka dan saksi dilakukan oleh PPNS yang 

bersangkutan, dalam pengertian tidak boleh dilimpahkan 
kepada petugas lain yang bukan penyidik; dan 

2) Setelah diadakan pemeriksaan oleh PPNS terhadap tersangka 
dan teraangka mengakui telah melalrukan pelanggaran 
Peraturan daerah serta bersedia dan mentaati untuk 
melaksanakan ketentuan Peraluran daerah tersebut sesuai 
dengan jenls usaha/kegiatan yang dilakukan dalam waktu 
15 hari sejak pelaksanaan pemeriksaan tcrsebul dan 
rnengakui kesalahan kepada yang bersangkutan diharuskan 
rnembuat surat pemyataan. 

d. Pemanggilan: 
1) Dasar hukum pemanggilan adalah sesuai dengan ketenruan 

KUHAP sepanjang menyangkut _pemanggilan; 
2) Dasar pernanggilan tersangka dan saksi sesuai dengan 

kewenangan yang ditctapkan dalam undang-undang yang 
menjadi dasar hukumnya masing-masing (peraturan daerah); 

3) Yang berwenang menandatangani Surat Panggilan pada 
prinsipnya adalah PPNS Satuan Polisi Pamong Praja; 

4) Dalam hal pimpinan Satuan Polisi Pamong Praja adalah 
penyidik (PPNS), rnaka penandatanganan Surat Panggilan 
dilalrukan oleh pimpinannya selaku penyidik; 

5) Dalam hal pimpinan Satuan Polisi Pamong Praja bukan 
penyidjk (PPNS), maka surat panggilan ditandatangaru oleh 
PPNS Polisi Pamong Praja yang diketahui oleh pimpinan; dan 

6) Surat panggilannya dilakukan oleh petugas PPNS, agar yang 
bersangkutan dcngan kcwajiban dapat memenuhi panggilan 
tersebut (babwa kesengajaan tidak memenuhi panggilan 
diancam dengan pasal 216 KU-HAP). 

e. Pelaksanaan 
Dalam melaksanakan operasi penegakan Peraruran daerah 
dibentuk tim terpadu yang terdiri dari Satpol PP, pengampu 
peraturan daerah dengan dH,antu kepolisian (Korwas PPNS), 
Kejaksaan dan pengadilan dapal melakukan: 
1) Sidang ditempat terhadap para pelanggar peraturan daerah; 

dan 
2) Melakukan pemberkasan terhadap para pelanggar peraturan 

daerah dan selanjutnya dlserahkan kepada kejaksaan. 
Melakukan kordinasi dengan kejaksaan, pengadilan dan 
kepolisian (Korwas PPNS) guna penjadwalan untuk 
melaksanakan persidangan terhadap para pelanggar 
peraturan daerah di tempat kantor Satuan Polisi Pamong 
?raja. 

ll. KETERTIBAN UJillJ1III DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT 

I. Ruang Lingkup penyelenggaraan kelertiban umum dan ketenteraman 
masyarakat terdiri dari pembinaan dan operasi penertiban umum 
dan ketenteraman masyarakat yang menjadi kewenangan Satuan 
Polisi Pamong ?raja entara lain: 
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a. tertib tata ruang; 
b. tertib jalan; 
c. tertib angkutan jalan dan angkutan sungai; 
d. tertib jalur hijau, taman dan tempat umum; 
e. tertib sungai, saluran, kolam, dan pinggir pantai; 
r. tertib lingkungan; 
g. tertib tempat usaha dan usaha tertentu; 
h. tertib bangunan; 
i . tertib social; 
J. tertib kesehatan; 
k. tertib tempat hiburan dan keramaian; 
I. tertib peran serta masyarakat; dan 
m. ketcntuaa lain sepanjang telah di tetapkan dalam peraturan 

daerah masing-masing. 
2. Ketentuan Pelaksanaan 

a. Umum 
Persyaratan yang harus dimilliki oleh setiap petugas pembina dan 
operasi ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat adalah: 
l) Sctiap petugas harus mcmiliki wawasan clan ilmu 

pengetahuan tentang Pera.turan daerah, Peraruran Kepala 
Daerah dan peraturan perundangan lainnya. 

2) Dapat menyampaikan maksud dan cujuan dengan Bahasa 
Indonesia yang baik dan benar, dapat juga dengan bahasa 
daerah sctempat. 

3) Menguasa.i teknik penyampaian informasi dan teknik 
prescntasi yang baik. 

4) Be.rwibawa, penuh percaya diri dan tanggung jawab yang 
tinggi. 

5) Setiap petugas harus dapat menarik simpati masyarakat. 
6) Bersedia menerima saran dan kritik masyarakat scna mampu 

mengindentifikasi masaJah, juga dapat mcmberikan alternatif 
pcmecahan rnasalah tanpa mengurangi tugas pokoknya. 

7) Petugas Ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat 
harus memiliki sifat: 
a) Ulet dan tahan uji. 
b) Dapat memberikan jawaban yang memuaskan kepada 

semua pihak terutama yang menyangkut tugas pokoknya. 
c) Mampu membaca situasi. 
d) Memlliki suri tauladan dan dapat dicontoh oleh aparat 

Pemerintah Daerah lainnya, 
e) Ramah, sopan, santun dan mengbargai pen.dapat orang 

lain . 
b. Kbusus 

Pengetahuan dasar 
Polisi Pamong 
menyelenggarakan 
Masyarakat adalah: 

yang harus dimiliki. oleh petugas Saruan 
Praja dalarn melaksanakan tugas 
Ketertiban umum dan Ketentraman 

1) Pengetahuan tentang tugas-tugas pokok Polisi Pamong Praja 
khususnya dan Pemerintahan Daerah umumnya. 

2) Pengetahuan dasar-dasar hukum dan peraturan 
perundangan undangan. 
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3) Mengetahui dasar-dasar hukum pelaksanaan tugas Polisi 
Pamong Praja. 

4) Memahami dan menguasi adat istiadat dan kebiasaao yang 
berlaku di Daerah. 

5) Mengetahui dan memabaroi dasar-dasar pengetahuan dan 
da58J' hukum pembinaan ketenteraman dan kelertiban 
umum. 

3. Perlengkapan dan Peralatan 
a. surat perintah tugas; 
b. kartu tanda anggota resmi; 
c. kelengkapan pakaian yang dignoakan pakaian dinas lapangan 

(PDL); 
cL kendaraan opcrasional yang dilengkapi dengan pengeras suara 

dan perlengkapan lainnya; 
e. kendaraan operasional terdiri dari kendaraan roda empat atau 

Jebih dan roda dua sesuai stander satuan polisi pamong praja; 
r. bagi daerah yang memiliki wilayah perairan dapal menggunakan 

kendataan bermotor atau tidak bermotor diatas air sesuai 
kebutuhannya; 

g. perlengkapan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K); 
h. alat pelindung diri seperti topi lapangan/helm/1.an1eng; dan 
i. alat-alat perlengkapao lain yang mendukung kelancaran 

pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat 
4. Tahap, Bentuk dan Cara Pelaksanaan Pembinaan 

Bentuk cara pembinaan ketertiban umum dan ketentraman 
masyarakat adalab berupa Produk Hukum yang tidak ditaati 
masya.rakat, terutama Peraturan daerab, Peraturan Kepala Daerah 
dan perundangan lainnya dalam menjalankan roda Pemerint.ahan di 
daerah kepada masyarakaL Hal tersebut dilaksanakan secara 
bertahap dan berkesioambuogan, sehiogga mai,-yatakat akan 
memahami arti pentingoya ketaatan dan keparuhan terbadap produk 
hukum daerah, oleh karena itu di dalam pembinaan barus 
mem.enuhi: 
a. Penentuan sasaran pembioaan dalam bentuk perorangan, 

kelompok atau Sadan Usaha. 
b. Penetapan Waktu Pelaksanaan pembinaan seperti Bulanan, 

Triwulan, Semester dan Tahunan. Perencanaan dengan 
peoggalan waktu tersebut dimaksudkan agar tiap kegiatan yang 
akan dilakukan memiliki batasan waktu yang jelas clan 
mempermudah penilaian keberhasilen dari kegiatan yang 
dilakukan. 

c. Penetapan materi pembinaan dilakukan agar maksud dan tujuan 
pembinaan dapat tercapai dengan terarah . Selain itu penetapan 
materi pembinaan disesuaikan dengan subjek, objek dan 
sasaran. 

d. Penetapan tempat pembioaan yang dilakukan dapat bersifat 
Formal dan Informal, disesuaikan dengan kondisi dilapangan. 

Adapun bentuk dan metode dalam rangka pembinaan ketertiban 
umum dan ketentraman masyarakat dapat dilakukan melalui 2 
(dua) cara yaitu: 

s 



a. Formal 
l) Sasaran perorangan 

a) Pembinaan dilakuJcan dengan cara mengunjungi anggota 
masyarakat yang telah ditetapkan sebagai sasaran untuk 
memberikan arahan dan himbauan akan arti pentingnya 
ketaatan terhadap Peraturan daerah, Peraturan Kepala 
Daerah dan produk hukum lainnya. 

b) Mengundang/memanggil anggota masyarakal yang 
perbuatannya telah melanggar dari ketenruan Peraruran 
daerah, Peraturan Kepala Daerah dan produk hukum 
lainnya untuk memberikan arahan dan pembinaan bahwa 
perbuatan yang telah dilakukannya mengganggu 
ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat secara 
umum. 

2) Sa.saran Kelompok 
Pembinaan kctertiban umum dan ketenteraman masyarakat 
dilakukan dengan dukungan fasilitas dari Pemerintah Daerah 
dan berkoordinasi dengan instansi/SKPD lainnya dengan 
menghadirkan masyarakat di sualu gedung pertemuan yang 
ditetapkan sebagai sasaran serta nara sumber membahas arti 
pentingnya peningkatan kctaatan dan kepatuhan terhadap 
Peraturan daerah, Peraturan Kepala Daerah dan produk 
hukwn lainnya guna memelihara ketertiban umum dan 
ketenteraman masyarakat. 

b. Informal 
Seluruh anggota Polisi Pamong Praja mempunyai kewajiban 
moral untuk menyampaikan informasi dan himbauan yang 
terkait dengan peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan 
produk hukum lainnya kepada masyarakat. 
Metode yang dilakukan dalam pembinaan ketertiban umum dan 
ketcnteraman masyarakat adaJah dengan membina sating asah, 
asih dan asuh diantara aparat penertlban dengan masyarakat 
tanpa mengabaikan kepentingan masing-masing dalam rangka 
peningkatan, ketaatan dan kepatuhan masyarakat terhadap 
Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Dengan 
dernikian harapan dari Pemerintah Daerah untuk meningkatkan 
pelayanan kepada masyarakat dalam proses pembangunan 
dalam keadaan tertib dan tenteram di daerah dapat terwujud. 
Selain itu pelaksanaan pembinaan, ketertiban umum dan 
ketenteraman masyarakat juga dapat dilakukan dengan 
memanfaatkan sarana dan fasilitas umum yaitu: 
l) Media Massa dan Media Elektronik seperti radio dan tclevisi. 
2) Pembina.an yang dilalrukan pada tingkat RT, RW, 

desa/ Kelurahan dan Kecamatan. 
3) Tetap muka. 
4) Pembina.an yang dilakukan oleh sebuah tim yang khusus 

dibenl\lk untuk memberikan arahan dan informasi kepeda 
masyarakat seperti Tim Ramadhan, Tim Ketertiban, 
Kebersihan dan Keindahan (K3) dan bentuk tim lainnya yang 
membawa misi Pemerintahan Daerah dalam memelihara 
ketcnteraman dan ketertiban umum. 
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5. Teknis Persiapan Operasional Ketertiban Umum dan Ketenteraman 
Masyarakat 
a . Memberikan teguran pertama kepada orang/badan hukum yang 

melanggar ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat 
b. Memberikan teguran kedua kepada orang/badan hukum yang 

me.langgar ketertiban umum dan ketenteraman masyarakal 
apabila dalam waktu 3 (tiga) hari setelah t.eguran pertama 
dilakukan belurn diindahkan. 

c. Memberikan teguran ketiga kepada orang/badan hulrum yang 
melanggar ketenteraman clan ketertiban umum apabila dalam 
waktu 3 (tiga) hari setelah teguran kedua dilalrukan belum 
diindahkan. 

d. Memberikan surat peringatan pertama dalam waktu 7 (tujuh) 
hari agar orang/badan hukum tersebut untuk menertibkan 
sendiri apabila dalam waktu tiga hari selelah teguran ketiga 
dilakukan belum diindahkan. 

e. Memberikan surat peringatan kedua dalam waktu 3 (tiga) hari 
agar orang/badan hukum tersebut untuk menertibkan sendiri. 

f. Member:ikan surat peringatan ketiga dalam waktu l (satu) hari 
agar orang/badan bukum tersebut untuk menertibkan sendiri. 

g. Apabila setelah surat peringatan ketiga tidak diindahkan maka 
dapat dilakukan tindakan penertiban secara paksa. 

6. Teknis operasional ketertiban umum clan kctenteraman masyarakat 
dalam menjalankan tugas: 
a. melaksanakan deteksi dini dan mcngevaluasi hasil deteksi dini. 
b. melakukan pemetaan/mapping terhadap obyek atau lokasi 

sasaran serta mernikirkan emergency exit window. 
c. pimpinan operasi menentukan jumlah kekuatan anggota yang di 

perlukan dalam pelaksanaan operasi. 
d. apabila pimpinan operasi merasa pelaksanaan operasi 

membutuhkan banruan dari instansi terkait lainnya perlu 
mengadakan koordinasi untuk pelaksanaan tersebuL 

c. sebelum mem.tju lokasi operasi. pimpinan memberikan briefing 
kepada para anggotanya tentang maksud dan tujuan operasi 
termasuk kemungkinan ancaman yang dihadapi oleh petugas 
dalam operasi. 

f. Mempersiapkan dan mengecek segala kebutuhan dan 
perlengkapan serta peralatan yang harus dibawa. 

.g. Setiap petugas yang diperintahkan harus dilengkapi dengan surat 
perintah tugas. 

Penertiban dilakukan dalam rangka peningkatan ketaatan 
masyarakat i.erhadap peraturan, tetapi tindakan tersebut hanya 
terbatas pada tindakan peringatan dan pcnghentian sementara 
kegiatan yang melanggar Peraturan daerah, Peraturan Kepala Daerah 
dan produk hukum lainnya. Sedangkan putusan final etas 
pelanggaran tersebut merupakan kewenangan lnstansi atau Pejabat 
yang berwenang, untuk itu penertiban disini tidak dapal diartikan 
sebagai tindakan, penyidikan penertiban yang dilakukan oleh Satuan 
Polisi Pamong Praja adalah tindakan Non Yustisial. 
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7. Dalam pelaksanaannya baik upaya bimbingan dan upaya penertiban 
maka: 
a. Seorang Anggota Polisi Pamong Praja dalam setiap pelaksanaan 

tugas juga harus mendengar keluhan dan permasalahan anggota 
masyarakal yang melakukan pelanggaran Ketentuan peraturan 
daerah, peraturan kepala daerah dan produk hukum lainnya 
dengan cam: 
1) Mendengarkan keluhan masyarakat dengan seksama; 
2) Tidak memolong pembica.raan orang; 
3) Tanggapi dengao singkat dan jelas terhadap 

permasalahannya; 
4) Jangan laogsung menyalahkan ide/pendapat/keluhan/ 

perbuatan masyarakat; dan 
5) Jadilah pembicara yang baik. 

b. Setelah mendengar keluhan dari masyarakat yang barus 
dilakukan adalah: 
1) Memperkenalkan dan meojelaskao maksud dan tujuan 

kedatangannya. 
2) Menjelaskao kepada masyarakat, bahwa perbuatan yang 

dilakukaonya telah melanggar Peraturan daerah, Peraturan 
Kepala Daerah dan produk hukum lainnya, jika tidak cukup 
waktu maka kepada si pelanggar dapat diberikan surat 
panggilan atau undangan untuk datang ke Kantor Satuan 
Polisi Pamong Praja, untuk meminta keterangan atas 
perbuatan yang dilakukannya dan diberikan pembinaan dan 
penyu.luhan. 

3) Berani menegur terhadap masyarakat atau Aparat 
Pemerintab lainnya yang tertangkap tangan melakukan 
tindakan pelanggaran Ketentuan Peraturan daerah, Peraturan 
Kepala Daerah atau produk hukum lainnya 

4) Jika telah dilakukan pembinaan lernyata masih melakukan 
perbuatan yang melanggar Kel.entuan Peraturan daerah, 
Peraturan Kepala Daerah dan produk hukum lainnya, maka 
kegiatan selanjutnya adalah tindakan penertiban dengan 
bekerjasama dengan aparat Penertiban lainnya serta Penyidik 
Pegawai Negeri Sipil. 

8. Langkah-langkah sebelum melakukan operasi penyelenggaraan 
ketertiban umum dan ketent-eraman masyarakat Satuan Polisi 
Pamong Praja. 
a. Oapat melakukan koordinasi sebelum melaksanakan penertiban 

dengan insLansi terkait antara lain: 
I) Alat Negara; 
2) lnstansi terkait; 
3) PPNS; dan 
4) Kecamatan dan Kelurahan / desa. 

b. Teknis pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi 
Pamong Praja: 
I) Secara aktif dan berkala memberikan penyuluhan dan 

sosialisasi tentang peraturan daerah yg mcngatur mengenai 
Ketertiban Umum dan Ketenterarnan Masyarakat. 
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2) Mengingatkan/menegur masyarakat yang melanggar 
Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dengan 
cara yang sopan. 

3) Melalrukan pembinaan kepada masyarakat dan badan hukum 
yang melanggar Ketertlban Umum dan Ketentera.man 
Masyarakat. 

4) Apabila orang/badan hukum melanggar Ketetiban Umum dan 
Ketenteraman Masyarakat diberikan teguran dan surat 
pecingatan. 

c. Standar Operasional Prosedur penerliban secara palcsa: 
Pra Operasi Penertiban: 
l) Memberitahukan kepada masyarakat dan badan bukum yang 

akan ditertibkan. 
2) Melakukan perencanaan operasi penertlban dan 

berkoordinasi dcngan pihak kepolisian, kecamatan, 
kelurahan, fIT/RW serta masyarakac secempaL. 

3) Melakukan kegiatan pemantauan {kegiatan imelijen yang 
dilakukan oleb aparat Satuan Polisi Pamong Praja sendiri 
maupun hasil koordinasi dengan Keluraban, Kecamatan, 
Polsek, Koramil, Polres dan Koclim. 

4) HasU dari kegiatan pemantauan menjadi dasar untuk 
menentukan waktu dan saat yang clianggap tepat untuk 
melakukan kegiatan penertiban. 

5) HasU kegiatan pemantauan meajadi clasar untuk 
mcnentukan jumlab pasukan yang akan clikerabkan, sarana 
prasarana pendukung yang diperlukan, dan instansi yang 
terlibat serta pola operasi penertlban yang akan diterapkan. 

6) Pimpinan Pasukan membcrikan arahan kepada Pasukan yang 
akan melakukan Penertiban: 
a) Bertindak tegas 
b) Tidak bersikap arogan. 
c) Tidak melakukan pemukulan/kekerasan {body contact). 
d) Menjunjung tinggi HAM. 
e) Mematuhi perintah pimpinan_ 
O Mempersiapkan kelengkapan sarana operasi berupa: 

(1) pengecekan kendaraan. 
(2) kelengkapan pakaian seragam dan pelindungnya. 
(3) Perlcngkapan Pertolongan Pertama (P3K). 
(4) Penyiapan Ambulance. 
(5) Menghindari korban sckecil apapun. 

g) Kesiapan pasukan pendukung dari instansi terkait 
apabila kondisi lapangan terjadi upaya penolakan dari 
orang/badan hukum yang berpotensi m<!nimbulkan 
konflik dan kekerasan. 

d . Pada saat operasi pencrtlban: 
J) Mernbacakan/menyampaikan Surat Perintah Penertiban. 
2) Melakukan penutupan/penyegelan. 
3) Apabila ada upaya dari orang/badan hu.kum yang melakukan 

penolakan/perlawanan terhadap petugas, maka dilakukan 
upaya-upaya scbagai berikut: 
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a) Melakukan negos1as1 dan memberikan pemahaman 
kepada orang/badan hukum tersebut. 

b) Dapat menggunakan mediator (pihak ketiga) yang 
dianggap dapat menjembatani upaya penertiban. 

c) Apabila upaya negosiasi dan mediasi mengalami jalan 
buntu, make. petugas melakukan tindakan/upaya paksa 
penertiban (sebagai langkah t.erakhir). 

d) Apabila menghadapi masyarakat/obyek penertiban yang 
memberikan perlawanan fisik dan tindakan anarkis maka 
langkah langkah yang dilakukan adalah: 
(1) Menahan cliri untuk melakukan konsolidasi sambil 

memperhatikan perintah lebih lanjut 
(2) Mengamankan pihak yang memprovokasi 
(3) Melakukan tindakan bela cliri untuk menccgah korban 

ke dua belah pihak. 
e) Dalam upaya melakukan tindakan/upaya paksa oleh 

petugas yang mendapat perlawanan dari orang/ badan 
hukum serta masyarakat, maka: 
(1) Petugas tetap bersikap tegas untuk melakukan 

penertiban. 
(2) Apabila perlawanan dari masyarakal mengancam 

keselamatan jiwa petugas serta berpotensi 
menimbulkan konfiik yang lebih luas maka diadakan 
konsolidasi secepatnya dan menunggu perintah 
pimpinan lebih lanjulT 

(3) Komandan Pasukan operasi penertiban, sesuai dengan 
situasi dan konclisi di lapangan berhak untuk 
melanjutkan atau menghentikan operasi penertiban, 

(4) Melakukan advokasi dan bantuan hukum. 
(5) Mengadakan evaluasi terhadap kegiatan yang Lelah 

dilalrukan dan rencana tindak lebih lanjut. 
e. Pembinaan 

1) Pembinaan Tertib Pemerintahan. 
a) Melaksanakan piket secara bergiliran. 
b) Memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap 

pengamanan kantor. 
c) Memberikan/memfasilitasi bimbingan dan pengawasan 

sena membentuk pelaksanaan SiskamJing bagi Desa dan 
Kelurahan. 

d) Memberikan bimbingan dan pel'\gawasan administrasi 
ketertiban wilayah. 

e) Melaksanakan kunjungan pengawasan dan pemantauan 
dalam rangka membina pelaksanaan Peraruran daerah , 
peraturan Kepala Daerah dan produk hukum lainnya. 

J) Memberikan pengamanan terhadap usaha/ kegiatan yang 
dilakukan secara masal, untuk mencegah timbulnya 
gangguan ketenteraman dan ketertiban umum. 

g) Melakukan usaha dan kegiatan untuk mencegah 
timbulnya kriminalitas. 

h) Mengadakan pemeriksaan terhadap banguoan tanpa izin, 
tempat usaha dan melakukan penertiban. 
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i) Melakukan usaba dan kegiatan dalam rangka 
menyelesaikan sengketa dalam masyarakat. 

j) Melakukan berbagai usaha dan kegiatan sektoral. 
2) Pembinaan Tertib Lingkungan: 

a) Memberikan bimbingan dan penga""-asan terhadap 
pengambilan pasir batu (galian C} dalam rangka 
pelestarian lingkungan. 

b} Memberikan bimbingan dan pengawasan mengenai 
pengendalian dan penanggulanga.n sampah, kebersiban 
lingkungan dengan sasaran pusat-pusat kegiatan 
masyarakat seperti pasar. 

c} Memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap usaha 
dan kegiatan yang mengandalkan lingkungan untuk 
mengbasilkan barang produksi. 

d) Melakukan usaha dan kegitan penanggulangan bencana 
alam. 

3) Pembinaan Tertib Sosial: 
a} Preventif melalui penyuJuhan, bimbingan, latiban, 

pemberia.n bantuan pengawasan serta pembinaan baik 
kepada perora.ngan maupun kelompok masyarakat yang 
diperldrakan menjadi sumber timbuJnya gelandangan, 
pengemis dan PSK. 

b) Refresif melalui razia, penampungan sementara untuk 
mengurangi gelandangan, pengemis dan PSK baik kepada 
perorangan maupun kelompok masyarakat yang disangka 
sebagai gelandangan, pengemls dan PSK. 

c) Rehabilitasi mellputi peoampungan, peogaturan, 
pendidikan, pemulihan kemampuan dan peoyaluran 
kembali ke kampung halaman untuk mengembalikan 
peran mereka, sebagai warga masyarakat. 

d) Mengadakan penertiban agar aktifitas pasar dapat 
berjalan lancar, aman, bersih dan tertib. 

e} Memonitor, memberikan motivasi dan pengawasan 
terhadap warung toko. ruma.b makan yang melakukan 
kegiatannya taopa dilengkapi dengao izin usaha. 

f) Melakukan kerjasama dengao Dinas/lnstansi terka.it dan 
aparat keamanan dan ketertiban kawasan lahan/parkir. 

g} Melakukan Pengawasan dan ?enertiban terhadap para 
pelanggar Peraturan daerah, Peraturan Kepala Daerah 
dan produk hukum lainnya. 

h) Melakukan Pembinaan mengenai peningkatan kesadaran 
masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi yang 
ditetapkan Pemerintah Daerah serta melakukan usaha 
dan kegiatan dalam rangka Pembangunan Daerah 

f. Administrasi 
I) Persiapan: 

a) Penetapan sasara.n, waktu dan objek yang akan diberikan 
pembinaan. 

b) Penctapan tempat, bentuk dan metode pembioaan. 
c) Mengadakan survey lapangan. 



d) Mengadakan Koordinasi dengan Dinas/lnst.ansi terkait 
dan aparat keamanan dan ketertiban lainnya. 

eJ Penyiapan administrasi pembinaan seperti daftar hadir, 
swat periotah, surat teguran dan suraL panggilan 
terhadap masyarakaL yang melakukan pelanggaran 
Peraturan daerah, Peraturan Kepala Oaerah dan produk 
bulrum lainnya. 

Q Pimpinan kegiatan memberikan a.rahan dan menjelaskan 
maksud dan tujuan kepada anggota tim yang bertugas 
melakukan pembinaan. 

2) Pelaksanaan: 
a) Sebelum menuju sasaran bagi anggota Satuan Polisi 

Pamang Praja yang bertugas melakukan pembinaan 
terlebih dahulu memeriksa kelengkapan administrasi 
pcralatan dan perlengkapan yang akan dibawa. 

b) Pelaksanaan pembinaan kclertiban umum dan 
ketenteraman masyarakat. yang berhubungan dengan 
lingkup tugas, pcrlu dikoordinasikan dengan 
Dinas/Jnstansi terkait. 

c) Benruk koordinasi ketertiban umum dan ketenterarnan 
masyarakat di dacrah dilakukan sesuai dengan keperluan: 
( l) Melahn re.pat koordinasi dengan insLansi terkait. 
(2) Rapat koordinasi P"'leksaneen. 
(3) Penerapan sanksi kepada pelanggar sesuai dengan 

kewenangan. 
d) Pembinaan yang dilakukan melalui panggl]an resmi 

maupun surat teguran, seteleh ditanda UUlgani oleh 
penerima, maka petugas segera menjelaskan maksud dan 
tujuan panggilan. Pemberian teguran lersebut satu 
diserahkan kepada si penerima dan satu legi sebagai arsip 
untuk memudahkan pengecekan. 

e) Pembinaan yang dilakukan secara tatap muke langsu.ng 
wawancara, bagi petugas pembina harus mempedomani 
tekni.k-teknik berkomunikasi dengan memperhatikan 
sikap dan sopan santun dalam berbicara. 

Q Pembinaan yang dilakukan melalui forum disesuaikan 
dengan maksud dan tujuan pertemuan tersebut dengan 
dibuatkan natulen atau basil pembehasan/ 
pembicareannya. 

3) Evaluasi: 
a) Setelah pelaksanaan kegiatan pembinaan ketertiban 

umum dan ketenteraman masyarakat. baik yang 
dilakukan secara rutin, insidentil meupun operasi 
gabungan segera melaporkannye kepade Kepala Satuan 
Palisi Pamang Praja dan dari Kepala Satuan Polisi Pamang 
Praja meneruskan kepada Kepala Oaerah. 

b) Mengevaluesi pelaksanaan kegiatan aperasi dan 
menjelaskan tentang hambatan yang ada kepada kepala 
Satu.an Palisi Pamang Preja dan/atau yang 
memerintahkannya. 
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c) Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan sek:aligus 
dengan hasil evaluasinya. 

IlL PENANGAKAN UNJUK RASA DAN KERUSUHAN MASSA 

l. Ruang Lingk:up: 
a Unjuk rasa dalam keadaan damai 

Unjuk rasa dapal berupa demonstrasi, pawai, rapat umum, 
ataupun mimbar bebas. Unjuk rasa umumnya telah 
cliberitahukan tedebih dahulu kepada pihak Kepolisian. 
Selanjutnya dari pihak Kepolisian memberitahukan kepada 
Kepala Saruan Polisi Pamong Praja setempat. 

b. Kerusuhan massa 
Keadaan yang dikategorikan kerusuhan massa adalah: 
l) Massa perusuh telah dinilai melakukan tindakan yang sangat 

mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masya.rakat 
serta melakukan kekerasan yang membahayakan 
keselamatan jiwa, harta dan benda anta.ra lain: 
a) Merusak fasilitas umum dan instalasi pemerintah. 
b) Melalrukan pembakaran benda-benda yang mengakibat

kan terganggunya arus lalu Jintas. 
c) Melakukan kekerasan terhadap orang/masyarakat lain. 

2) Massa pcrusuh meounjukkan sikap dan tindakan yang 
melawao perintah petugas/apa.rat pengamanan antara lain: 
a) Melewati garis batas yang telab diberikao petugas. 
b) Melakukan tindakan kekerasan/anarkhis kepada perugas 

pengamanan. 
2. Pelaksanaan 

a Peoanganan unjuk rasa dalam keadaan damai 
L) Persiapan: 

a) Memakai Pakaian Dines Lapangan (PDL). 
b) Menyiapkao perlengkapan yang diperlukan: 

(1) Perleogkapan perorangan, Helm, Pentungan, Borgol, 
Tameng dan dapat diperlengkapi dengan senjata api 
(sesuai peraturan yang berlalru) bagi yang mempunyai 
izin. 

(2) Kendaraan khusus dilengkapi dengan perlengkapan 
yang diperlukan. 

c) Menyiapkao da.ftar tim yang bertugas dan Surat Perintah 
Pengamanan. 

d) Komandan Operasi memberikan arahan singkat perihal: 
(1) Lokasi. 
(2) Rute yang ditempuh. 
(3) Situasi yang mungkin dihadapi. 
(4) Tindakao yang dibenarkan untuk dilakukan. 

2) Pelaksa.naan: 
a) Koordinasi: 

Kepala Saruan Polisi Pa.mong Praja melaporkao/ 
memberitahukan kepada Gubemur, Bupati/Walikota dan 
Komandan Operasi melakukan koordioasi dengan aparat 
pengamanan lainnya dilapangan seperti dengan pihak 
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Kepolisian atau aparat lainnya tentang: 
(1) Jumlah massayang melakukan unjuk rasa. 
(2) Ru te yang akan dilaluL 
(3) Kegiatan yang dibenarkan dilakukan pengunjuk rasa. 
(4) Waktu yang disediakan. 
(5) Lokasi unjuk rasa. 

b) lsolasi: 
(1) Anggota Opera.Si Satuan Polisi Pamong Praja bersama 

pihak Kepolisian untuk memisahkan pengunjuk rasa 
dengan massa penonton. 

(2) Tidak dibenarkan melakukan tindakan paksa a.tau 
ca.ra kekerasan. 

(3) Anggota Satuan Polisi Pamong Praja tctap dalam 
formasi yang telah ditetapkan. 

c) Negosiasi dan Penanganan: 
(I) Kepolisian dan anggota Satuan Polisi Pamong Praja 

melakukan negosiasi dengan pengunjuk rasa . 
(2) Tidak dibenarkan melakukan upaya paksa. 
(3) Bersikap simpatik dan tetap berwibawa .. 

3) Laporan Hasil Kegiatan: 
a) Membuat laporan tertulis sesuai fommt yang tersedia. 
b) Membuat laporan langsung terhadap kejadian yang 

memerlukan tindak segcra. 
b. Penanganan Kerusuban Massa: 

1) Persia.pan: 
a) Memakai Pakaian Dinas Lapa.ngan (PDL) 
b) Menyiapkan perlengkapan yang diperlukan: 

(1) Perlengkapan Perorangan: helm, pcntungan, borgol, 
tameng (senjata a.pi bagi yang mempunyai izln). 

(2) Kendaraan Khusus dilengkapi dengan Sirine, lampu 
perhatian (lampu sorot), megaphone dan aJat 
komun.ikasi. 

cj Menyusun daftar petugas dan Surat Perintah 
Pengamanan. 

d) Komandan Operasi memberikan arahan singkat perihal 
tindakan yang dibenarkan untuk dilakukan. 

2) Pelaksanaan: 
a) Komandan Operasi melak:ukan koordinasi dengan pihak 

Kepolisian tentang langkah•langkah tindakan yang akan 
dilakukan. 

b) Anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang sifatnya sebagai 
tenaga pendukung/ bantuan, hanya melakukan tindakan 
sesuai koordinasi pihak Kepolisian. 

cl Tidak dibenarkan melakukan tindakan diluar kendali 
pimpinan lapangan. 

3) Laporan Hasil Kegiatan: 
a) Membuat laporan tertulis sesuai format yang tersedia. 
b) Membuat laporan langsung terhadap kejadian yang 

memerlukan tindak segera. 
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IV. PENGAWALAB PEJABAT DAN ORANG-ORANG PENTDfG 

l. Ruang Llngkup: 
Pengawalan terhadap para pejabat dan orang-orang penting 
dilakukan dengan cam: 
a. Pengawalan dengan sepeda motor. 
b. Pengawalan dengan kendaraan mobil. 

2. Pelaksanaan: 
a. Pengawalan dengan sepeda motor 

11 Persiapan: 
a) Memakai Pakaia.n Dinas Lapangan (POL). 
b) Menyiapkan perlengkapan yang diperlukan: 

(I) Perlengkapan Perorangan, helm, pentungan, borgol 
dan dapat cliperlengkapi dengan senjata api (bagi yang 
mempunyai izin). 

(2) Kendaraan Khusus dilengkapl peraJatan yang 
dibutuhkan. 

(3) Pengemucli diutamakan memiliki kopetensi pendldjkan 
pengernucli/memiliki SIM. 

c) Menyusun jadwal, daftar petugas dan Surat Perintah 
Pengawalan. 

2) Pelaksanaan: 
a) Dua sepeda motor dalam keadaan siap bergerak pada 

posisi berjajar, dan pengawal berdiri disamping sepeda 
motor. 

b) Pejabat/VIP sudah berada didalam kendaraan dan siap 
menerima laporan kesiapan dari pengawaL 

c) Komandan Operasi menuju keajudan menyampaikan 
laporan siap melakukan pengawalan. 

d) Sepeda motor berjajar dengan sepeda motor lainnya 
berangkat menuju tujuan. 

e) Selama perjalanan lampu dinyalakan dan shine hidup. 
f) Tiba di tujuan: 

(1) Sebelum berhenti berikan tanda/ isyarat pelan. 
(2) Berhenti dan parkir ditempat yang aman. 

g) Selesai acara akan kembaJj ke kantor : 
(1) Sepeda motor telah siap. 
(2) Komandan Operasi laporan ke ajudan siap 

pengawalan, selanjutnya pengawalan ssrna dengan 
waktu perjalanan menuju tujuan. 

h) Tiba cli Kantor: 
Setelah sepeda motor di parkir, Komandan Operasi 
laporan kepada ajudan bahwa pengawalan telah selesai 
dilaksanakan. 

3) Laporan Hasil Kegiatan: 
a) Membuat laporan tertulis sesuai format yang tersedia 

(Format B). 
bl Membuat laporan langsung terhadap kejadian yang 

memerlukan tindak segera. 
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b. Pengawalan dengan kendaraan mobil: 
l) Persiapan: 

a) M,.makai Pakaian Dinas Lapangan (POL). 
b) Menyiapkan pedengkapan yang diperlukan: 

(I) Perlengkapan perorangan, helm, pentungan, borgol, 
tameng dan dapat diperlengkapi dengan senjata api 
(bagi yang mempunyai lzin). 

(2) Kendaraan Khusus dilengkapi peralatan yang 
dibutuhkan. 

c) Menyusun jadwal, daftar petugas dan Surat Perintah 
Pengawalan. 

2) Pelaksanaan: 
a) Pengemudi lapor kepada Komandan Operasi tentang 

kesiapan kendaraan. 
b) Komandan Operasi menyiapkan regunya 6 (enam) orang 

untuk nail< kc kendaraan dan siap melakukan 
pengawalan. 

c) Komandan Ope:rasi menaju kc ajudan dan melaporkan 
kesiapannya untuk melakukan pengawalan. 

d) Komandan Operasi naik ke kendaraan duduk 
bersebelahan dengan pengemudi, den memerintah.kan 
pengemudi untuk menjalankan kendaraan. 

e) Selama perjalanan lampu dinyalakan dan sirine hidup. 
n 1)oa ditujuan: 

(1) Sebelum berhenti berikan tanda/isyarat pelan. 
(2) Berhenti dan parkir ditempat yang aman. 
(3) Anggota Operasi turun dan menyebar melakukan 

pengawalan. 
8) Selesai acara akan kembali ke Kantor: 

(1) Kendaraan dan Anggota Operasi telah siap. 
(2) Komandan Operasi laporan ke ajudan siap 

pengawalan, seJanjutnya pengawalan sama dengan 
waktu perjalanan menuju tujuan. 

b) Tiba di Kantor: 
Setelah kendaraan berhenti, seluruh Anggora Operasi 
turun, Komandan Operasi laporan kepada ajudan bahwa 
pengawalan telah selesai dilaksanakan. 

3) Laporan Hasil Kegiatan.: 
a) Membuat laporan tertulis sesuai format yang tersedia 

(FormatB). 
b) Membuat laporan langsung terhadap kejadian yang 

memerlukan tindak segera. 

V. PEifGAMANAl'f TE.MPAT-TBMPAT PENTIIfG 

l. Ruang Lingkup: 
Penjagaan tempat-tempat penting yang perlu dilakukan oleh Satuan 
Polisi Pamong Praja antara lain : 
a Rumah Dinas Pejabat Pemerintah Daerah (perh.t batasan). 
b. Sekirar Ruang Kerja Pejabat Pemerintah Daerah. 
c. Lokasi Kunjungan Kerja Pejabat Pemerintah Oaerah. 
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d. Tempat Kedatangan dan Tempat Tujuan Tamu VIP. 
e. Gedung dan Aset Penting. 
f. Upacara clan Acara Penting. 

2. Pelaksanaan: 
a Rumah Dinas Pejabat Pemerintah Daerah: 

1) Persiapan: 
a) Memakai Pa.kaian Dinas Lapangan 11 (POL IJ) 
b) Melakukan Kerjasama dengan Dinas/lnstansi terkait. 

2) Pelaksanaan: 
a) Merencanakan penyusunan jadwal dan petugas yang 

akan melakukan tugas di Rumah Dinas. 
b) Mcmbuat Serita Acara pelimpahan tugas dengan petugas 

jaga pengganti yang ditandatangani oleh yang 
meliropabkan tian yang menerima pelimpahan tuge.s. 

c) Mencatat dan mengenali identitas setiap ta.mu yang 
berkunjung. 

d) Mela.kukan pengaturan lalu lintas diseldtar pintu gerbang 
pada saat pcjabat/tamu keluar masuk lingkungan Rumah 
Dinas. 

e) Mencatat identitas, logat bicara/dialek, suara-suara lain 
yang terdengar, serta pesan yang disampaikan oleh 
penelpon. 

I) Mencatat kejaclian-kejadia.n penting/menonjol sclama 
melakukan tugas jaga. 

g) Melakuka.n pengawasan dan pengecekan terhadap 
petugas pelayanan seperti petugas telpon, PAM, listrik dan 
lain-lain . 

h) Melakukan pengawasan dan pengecekan secara intensif 
disetiap tempat yang tersembunyi dan kurang mendapat 
perhatian. 

i) Menjaga dan menertibkan para pedagang penjaja barang 
atau sejenisnya serta para pencari sumbangan 
(perorangan, yayasan dll). 

3) Laporan Hasil Kegiatan: 
a) Membuat laporan tertulis sesuai format yang tersedia. 
b) Membuat laporan langsung terhadap kejadian yang 

memerlukan tindak segera. 
b. Sekitar Ruang Kerja Pejabat Pemerintah Daerah: 

1) Persiapan: 
a) Memakai Pakaian Dinas Lapangan (PDL). 
b) Melakukan Kerjasama dengan Dinas/lnstansi terkait. 

2) Pelaksanaan: 
a) Melakukan Pemeriksaan cli lingkungan Ruang Kerja 

Pejabat sebelum yang bersangkutan tiba. 
b) Melakukan Koordinasi dengan Tata Usaha dan Ajudan 

Pejabat yang bersangkutan. 
c) Melakukan Pencatatan jadwal kegiatan Pejabat pada hari 

yang bersangkutan dan kegiatan yang akan dilaksanakan, 
dalam waktu 1 (satu) minggu yang akan datang. 

d) Memberikan pelayanan penunjang lainnya kepada Pejabat 
tersebut bilamana diperlukan. 
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e) Mengawasi dan mengenali identitas sctiap tamu yang 
berkuojung. 

l) Melakukan pengawasan dan pengecekan secara intensif 
sctiap tempat yang tersembunyi dan kurang mendapat 
perhatian. 

g) Menjaga dan menertibkan para pedagang penjaja barang 
atau sejenisnya dan para pencari sumbangan 
(perorangan, yayasan dll). 

h) Mengjngatkan kepada Tata Usaha untuk melakukan 
pengecekan kembali t:erhadap instalasi listrik, air, 
Pemadam Kebakaran, AC, tempat penyimpanan 
dolrumen/arsip dll, setelah Pejabat yang bersangkutan 
meninggalkan tempat. 

i) Melaksanakan penjagaan sesuai dengan jam kerja kantor 
atau sampai dengan batas waktu Pejabat meningga)kao 
tempat. 

3) Laporan Hasil Kegiatan: 
a) Membuat laporan tertulis scsuaJ format yang tersedia. 
b) Membuat laporan langsung terhadap kejadian yang 

memerlukan tindak segera. 
c. Lokasi Kunjungan Kerja Pejabat Pemerintah Daerah: 

1) Persiapan: 
a) Memakai Pakaiao Dinas Lapangan II (POL n). 
b) Melakukan Kerjasama dengan Dinas/ lnstansi terkaiL 

2) Pelaksanaan: 
a) Melakukan Pemeriksaan pendahuluan terhadap objek dan 

benda-benda yang terdapat clisekitar lokasi kunjungan 
kerja pejabat. 

b) Melakukan pengamatan dan penganalisaan terhadap 
situasi dao kondisi disekitar lokasi lrunjungan kerja 
pejabat. 

c) Melakukan pengawasan dao pengecekan secara intensif 
setiap tempat yang tersembunyi dao kurang mendapat 
perhatian ctilingkungan lokasi kunjungan pejabaL 

d) Mengawasi dan mencermati kejadian-kejaclian yang 
penting/ menonjol disekitar l.okasi kunjungan kerja 
pejabat. 

e) Melaporkan kepada aparat keamanan/polisi terdekat, bila 
menemukan barang yang dicurigai dan diperkirakan 
berupa born, bahan peleda.k dan jangan sekali-ka.Ji 
dipegang/ disentuh serta melokalisir dan member! tanda 
pada tempat yang dicurigai tersebut. 

l) Mengawasi dan mengenali setiap orang yang berada 
dilokasi kunjungan kerja pejabat. 

g) Melakukan koordinasi deogan pihak protokoler berkenaan 
dengan jenis dan sifat kegiatan serta susunan acara yang 
akan dilaksanakan. 

h) Melakukao koordinasi dengan panitia penyelenggara atau 
pihak yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan 
tersebut berkenaan dengan jumlah dan da.ftar tamu 
undangan yang akan diundaog menghadirl acara 
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dimaksud. 
i) Melakukan koordinasi dengan/antar unsur pengamanan 

lainnya dengan menggunakan alat komunikasi yang ada. 
j) Saling memberikan informasi dalam melalrukan tugas 

penjagaan dilapangan. 
3) Laporan Hasil KegiaUUl: 

a) Membuat laporan tertulis sesuai format yang tersedia. 
b) Membuat laporan langsung terhadap kejadian yang 

memerlukan tindak segera. 
d. Tempat Kedatangan dan Tempat Tujuan Tamu/Delegasi VIP: 

I) Persiapan: 
a) Memakai Pakaian Dinas Lapangan (PDL). 
b) Melakukan Kerjasama dengan Dinas/lnstansi terkaiL 

2) Pelaksanaan: 
a) Melakukan penjagaan dilingkungan lC.mpat kedatangan 

dan tempat tujuan Tamu/Delega.sL 
b) Melalrukan pemeriksaan pendahuluan terhadap objek dan 

benda benda di lingkungan tempat kedatangan dan 
1.c:mpat tl.tjuan, sebelum para tamu/delegasi tiba dilokasi. 

c) Melakukan pengamatan dan penganalisaan terhadap 
situasi dan kondisi di lingkungan tempat kedatangan dan 
tempat tujuan. 

d) Melakukan pengawasan dan penge<:ekan secara intensif 
setiap tempat yang tersembunyi dan kurang mendapat 
perha.tian. 

e) Mengawasi dan mencennati kejadian•kejadian yang 
penting/menonjol di tempat kedatangan dan tempat 
tujuan. 

I) Melaporkan kepada aparat keamanan/ polisi terdekat, bila 
menemukan barang yang dicurigai dan diperkirakan 
berupa born, bahan peledak dan jangan sekali•kali 
dipegang/disentuh serta melokalisir dan memberi tanda 
pada tempat yang dicurigai. 

g) Mengawasi dan roengenall setiap tamu undangan dan 
orang-orang yang berada dilingkungan tempat kedatangan 
dan tempat tujuan. 

h} Melaku.kan koordinasi dengan pihak protokoler berkenaan 
dengan jenis dan sifat kegiatan serta susunan acara yang 
akan dilaksanakan. 

i) Mclakukan koordinasi dengan panitia penyelenggara atau 
pihak yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan 
tersebut berkenaan dengan jumlah dan daftar tamu 
undangan yang akan diundang menghediri ecara 
dimaksud. 

j) Melakukan koordinasi denga.n/antar unsur pengamanan 
lainnya dengan menggunakan alat komunikasi yang ada. 

k) Saling memberikan informasi dalam melakukan tugas 
penjagaan dilapangan. 

3) Laporan Hasil Kegiatan: 
a) Membuat laporan tertulis format yang tersedia. 
b) Membuat Japoran langsung terhadap kejadian yang 
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memerlukan tindak segera. 
e. Penjagaan Gedung dan Asset Penting: 

f. 

1) Persiapan: 
a) Memakai Pakaian Dinas Lapangan 1J (PDL.U). 
b) Melakukan Kerjasama dengan Dinas/Instansi t:erkait. 

2) Pelaksanaan: 
a) Menyusun rencana jadwaJ pengawasan serta jenis 

gedung/ asset beserta Iokasinya. 
b) Merencanakan dan menyiapkan petugas jaga. 
c) Melalrukan koordina.si clengan clinas/instansl pengelola 

Oeclung/ Asset . 
cl) Melakukan pendataan/bukti kepemilikan Gedung/ Asset, 

gambar situasi/denab/proposal sebagai bahan 
pengecekan dilapangan. 

e) Melakukan komunik:asi secara 
berkesinambungan clengan petugas 
I nstansi/ Pengelola Gedung/ Asset. 

teratur 
jaga/ 

dan 
Dinas/ 

Q Merencanakan clan menyiapkan saran.a dan fasilitas 
perlengkapan yang digunakan untuk memonitor 
Gedung/ Asset. 

3) Laporan Hasil Kegiatan: 
a) Membuat laporan tertulis sesuai format yang terseclia. 
b) Membuat laporan langsung terhadap kejadian yang 

memerlukan tinclak segera. 
Upacara clan Acara Penting: 
1) Persiapan: 

a) Memakai Pakaian Dinas Lapangan a (PDL.U) 
b) Melakukan Kerjasama dengan Dinas/lnstansi terkait. 

2) Pelaksanaan: 
a) Merencanakan dan menyiapkan petugas yang akan 

mertjaga di lingkungan tempat upacara/acara penting. 
b) Melakukan pemeriksaan pendahuluan terhaclap objek clan 

bencla-bencla disekitar lokasi sebelum acara dimulai. 
c) Melakukan koorclinasi pengatUran laJu lintas clisekitar 

lokasi. 
cl) Mengarahkan pengemucli kendaraan bermotor peserta 

upacara mem.tju tempat parkir yang disediakan. 
e) MaJakukan penertiban terhaclap para peclagang penjaja 

barang atau sejenisnya dilokasi. 
Q Melakukan pengamatan clan penganalisaan terhadap 

situasi dan kondisi disekitar lokasi sebelum acara dimulai. 
g) Melakukan pengawasan dan pengecekan secara intensif 

setiap tempat yang tersembunyi dan kurang menclapat 
perhatian cli lingkungan lokasi. 

h) Mengawasi clan mencermati kejadian-kejadian yang 
penting/menonjol disekitar lokasi. 

i) Melaporkan kepacla aparat keamanan/polisi terdekat, bila 
menemukan barang yang clicurigai clan diperkirakan 
berupa bom, bahan peleclak dan jangan sekali-kali 
dipegang/disentuh serta melokalisir dan member! tanda 
pacla tempat yang dicurigai. 
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j} Mengawasi dan mengenali terhadap sctiap para tamu 
undangan dan orang-orang yang berada dilokasi. 

k) Melakukan koordinasi dengan panitia penyelenggara atau 
pihak yang bertanggungjawab melaksana.kan kegiatan 
tersebut berkenaan dengan jumlah dan daftar tamu 
undangan yang akan diundang menghadiri acara 
dimaksud. 

I) Mclakukan koordinasi dengan/ant.ar unsur pengamanan 
lainnya dengan menggunakan alat komunikasi yang ada 

m) Saling memberikan informasi dalam mela.kukan tugas 
penjagaan clilapangan. 

3) Laporan Hasil kegiatan: 

VI. PA'l'ROLI 

a} Membuat laporan tertulis sesuai format yang tersedia. 
b) Membuat laporan langsung terbadap kejadian yang 

memerlukan tindak segera. 

l. Ruang Lingkup 
a. Tempat tempat atau lokasi yang dianggap rawan. 
b. Antar batas wilayab. 
c. Tempat keramaian/hiburan. 

2. Ketentuan dalam Pelaksanaan: 
a. Umum: 

Beberapa perayaratan panting yang harus dimiliki oleb setiap 
petugas patroli; 
1) Setiap petugas harus memiliki kewibawan yang tercermin 

dalam jiwa pengabdian yang penub ctika dcngan rasa 
tanggung jawab. 

2) Dalam melaksanakan tugas harus dapat menarik rasa 
simpati masyarakat. 

3) Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat 
tanpa mengenyampingkan tugas pokok yang ctilaksanakan. 

4} Setiap petugas barus memahami tugas pokoknya, peka 
terhadap situasi lingkungan dan a.rif dalam menangani suatu 
peristiwa serta dapat melaporkannya dengan benar. 

5) Petugas patroli harus memiliki sifat tertcntu antara lain: 
a) Ulet dan taban uji. 
b} Memiliki sifat ingin tabu. 
c) Memiliki pengetahuan tcntang tugasnya dan diharapkan 

dapat menjawab semua pertanyaan yang datang dari 
masyarakat. 

d) Menyadari bahwa tugas adalab dari pemerintah. 
e} Mampu memahami serta meoampung apa yang 

merupakan keinginan/aspirasi masyarakat. 
O Ramah, sopan dan santun serta menghargai setiap orang. 

6) Perlunya dibuat pos-pos Satuan Polisi Pamong Praja untuk 
melaksanakan kegiatannya ditempat keramaian seperti pasar 
dan pertokoan. 
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b. Khusus: 
Beberapa pengetahuan dasar yang harus dimiliki sctiap petugas 
patroli: 
I) Pengetahuan tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja. 
2) Pengetahuan dasar hukum dari suatu tindakan atau 

kegiatan yang ada Peraturan daerahnya. 
3) Pengetahuan dan Penguasaan tentang suatu daerah/wilayab, 

misalnya: 
a) Letak dan wilayah tersebut. 
b) Gcdung-gedung Pemerintah dan lnstansi-instansi vital. 
c) Jalan-jalan lorong dan gang-gang. 
d) Jenis usaha masyarakat, pokerjaan dan keadaan ekonomi 

masyarakat. 
e) Pejabat-pejabal pemerintah dan orang-orang penting. 
I) Keadaan lingkungan. 
g) Pengetahuan tentang sumber-sumber penyebab dari 

segala macwn bentuk gangguan ketertiban umum dan 
ketenteraman masyarakat antara lain: 
(I) Segala bentuk yang terkait dengan penyakit 

masyarakat. 
(2) Lokasi-lokasi yang clijadikan sebagai tempat pelacuran 

(WTS/ lokasinya). 
(3) Tempat-tempat hiburan (bar /night club, cafe, diskotik 

dan lain-lainnya). 
(4) Tempat-tempat usa.ha yang mempunyai dampak 

negatif terhadap lingkungan. 
c. Petunjuk dalam patrol: 

t) Sebelum petugas berangkat patroli wajib memeriksa semua 
kelengkapan sesuai ketentuan petunjuk yang diberikan 
pimpinan. 

2) Untuk Patroli berjalan kaki: 
a) Togas patroli <limulai sejak keluar dari kantor. 
b) Dilaku.kan minimal 2 (dua) orang. 
c) Patroli pada sjang hari sebaiknya cli daerah pasar dan 

pertokoan yang dianggap rawan. 
d) Usahakan untuk mengenal daerah patroli. 
e) DaJam melaksanakan patroli perhatian harus clitujukan 

kepada hal·hal yang menyangkul dengan Peraturan 
Pemerintah Daerah serta clicatat untuk dilaporkan kepada 
pimpinan. 

I) Dalam hal tertentu cliwajibkan untuk bertindak segera, 
yaitu: 
(I) Dalam hal pelanggaran K3 (Ketertiban, Kebersihan 

dan Keindahan). 
(2) Terjaclinya kebakaran. 
(3) Bencana alam. 

g) Walaupun setiap patroli dirunrut/diharuskan unl'Uk 
berani mengambil prakarsa sencliri dalam melaksanakan 
cugasnya, akan tetapi tindakannya ilu ban.is clidasarkan 
kepada norma-norma dan peraturan yang berlaku. 

3) Unruk Patroli dengan kendaraan bermotor: 
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a) Ketentuan dan petunjuk untuk patroli berjalan kaki 
berlalru pula bagi patrOli dengan kendaraan bennotor. 

b) Patroli kendaraan bermotor dilakukan dengan: 
(I) Berkendaraan sepeda motor. 
(2) Berkendaraan mobil. 

c) PeTSiapan sebelum berangkat patroli wajib memeriksa 
kelengkapan kendaraan sebagai berikut: 
(1) Bensin, oli. 
(2) Ban roda. 
(3) Perkakas kcndaraan termasuk dongkrak/ kunci roda 

dll. 
(4) Rem, air accu clll. 
(5) Perlengkapan perorangan scsuai ketentuan. 

4) Beberapa ketentuan tentang patroli dengan kendaraan 
bermotor terhadap peraturan lalu lintas: 
a) Beri contoh yang baik kepada pemakaijalan yang lainnya. 
b) Taati pcraturan lalu lintas. 
c) JalanJ<an kendaraan dengan kecepatan yang semestinya. 
d) Jaogan membunytlcan klakson/sirine jika tidak sangat 

perlu sekali. 
e) Jangan menggunakan sorotan-sorotan lampu yang 

berlebihan pada malam hari. 
5) Jika ditemui suatu kejadian atau penyimpangan terhaclap 

Peraturan daerah (seperti bangunan liar, pedagang berjualan 
tidak pada tempatnya, tempat usaha yang menggganggu 
lingkungan/ketertloan umum maupun tldak mempunyai 
surat izin usaha tempat usaha, dan lainnya yang bersifat 
mengganggu ketertiban umum): 
a) Ambil langkah-langkah atau tindakan pertama berupa 

penyuluhan, teguran dan peringatan. 
b) Catal dan laporkan pada pimpinan. 
c) Memperhatikan segala sesuatu yang berhubungan dengan 

penyakit masyarakat: 
(1) Apakab ada gelandangan/pengem.is jalanan yang 

beroperasi cu jalan-jalan dengan meminta-minta uang 
kepada pengendara kendaraao bermotor. 

(2) Apakah ada Wanita Tuna Susila (WTS) dij alan pada 
malam hari. 

(3} Apakah ada tempat•tempat/orang-orang yang menjual 
minuman keras secara terbuka dan lainnya. 

7) Cara melaksanakan komu.nikasi sosial dalam rangka tugas. 
8) Komunikasi sosial dapat dilaksanakan dalam benruk tatap 

muka perorangan, kelompok dan dengan massa. 
Komunikasi Sosial dilaksanakan bersifat 
a) Penerangan, artinya memberikan penerangan agar lawan 

bicara mengetahui dan mengerti tentang sesuatu hal, 
misalnya penerangan tentang tugas pokok Sawan Polisi 
Pamong Praja. 

b) Penyuluhan dan bimbingan. Disini diperlukan 
pengetahuan tentang Peraturan Pemerintah Daerah, 
Peraturan Kepala Daerah dan produk huJ<um lafonya. 
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Petugas harus memberikan penyuluhan dan pengetabuan 
(sosialisasi) tentang peraturan yang ada yang menyanglrut 
dengan kewajiban sebagai orang warga negara yang bail< 
misalnya: 
(1) Bagi pedagang kaki lima tidak dibenarkan berjualan 

diatas trotoar dan badan-badanjalan. 
(2) Setiap pengusaha harus memiliki surat izin tempat 

usaha yang dikeluarkan Pemerintah Daerab. 
(3) Setlap orang yang mendirikan bangunan harus 

mempunyai Surat lzi:n Mendirikan Bangunan. 
(4) Memberikan penyuluhan tentang segala sesuatu yang 

menyanglrut dengan K3 (Kctertiban, Kebersihan dan 
Keindahan) Kota. 

(5) Memberi.kan penyuluhan tentang haJ-haJ lain yang 
sifatnya untuk menegakkan Peraturan daerah dan 
mcnjaga kctertiban umum. 

e) Penggalangan 
Dalam haJ ini petugas berkewajiban untuk rnengajak 
masyarakat agar mau mentaatl aturan yang ada, sadar 
akan kewajibannya untuk mcmbayar pajak serta 
masyarakat mau menjaga dan menciptakan Ketertiban, 
Kebersihan dan Keindahan Kota. 

8) Petunjuk Khusus Tentang Teknik-teknik Berkomunikasi: 
a) Jadilah pembicara yang baik. 
b) Tegurlah seseorang, atau ucapkan salam menurut adat 

kebiasaan yang berlaku dengan suara yang wajar, sikap 
yang ramah. 

c) Mengenalkan diri secara lengkap. 
d) Kemukakan apa yang diharapkan dari orang yang 

dihadapi. 
e) Beri kesempatan orang untuk berbicara. 
I) Jadilah pendengar yang bijaksana. 
g) Dengar pembicaraan orang yang dihadapi dengan 

seksama. 
h) Jangan memotong pernbicaraan mereka. 
i) Hadapi dengan singkat pembicaraan mereka. 
j) Tunjukan cootob tauladan dari sikap dan perilaku 

sehari-hari sebagai Polisi Pamoog Praja yang baik. 
3. Bentuk dan Cara: 

a. Beotuk-bentuk Patroli: 
Togas patroli dapat dilaksanaka.n dalam bentuk sebagai berikuL: 
1) Patroli Pengawasan yaitu melakuka.n pengawasan dan 

pe.ngamatan suatu daerah tertentu dalam jang,ka waktu 24 
Jam. 

2) Patroli khusus dalam rang,ka pelaksanaan tugas yang 
bersifat represif. 

b. Cara Patroli 
Sesuai dengan situasi dan kondisi Daerah, sasaran yang ada 
serta tugas dan tujuan, maka cara-cara yang dapat digunaka.n 
untuk rnelaksa.nakan cugas Patroli adaJah: 
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1) Patroli berjalan Ka.lei. 
Pacroli ini dilaksanakan pada tempat-tempat yang tidak 
dimungkinkan dilalui oleh kendaraan bermotor. Patroli 
berjalan kaki ini lebih memungkinkan untuk menjalin 
hubungan dengan masyarakat dalam rangka sosialisasi dan 
pelayanan masyarakat. 

2) Patroli bersepeda motor. 
Patroll ini diperlukan untuk mengamati dan mengawasi 
suatu wilayah serta memberi bantuan kepada patroli 
berjaJan kaki daJam wilayah yang lebi11 luas. 

3) Patroli kendaraan roda empat atau lebih. 
Patroli ini diperlukan untuk mengamati dan mengawasi 
suatu wilayah serta membcri bantuan kepada patroli 
bersepeda motor dalam wilayah yang lebih luas dan perlu 
tenaga operasional yang lebih banyak. 

4 . Perlengkapan/ Peralatan: 
a. Perlengkapan/Peralatan perorangan, terdlri dari: 

L) Pakaian Dinas Lapangan n (PDL II). 
2) Kartu Tenda Anggot.a. 
3) Kartu Tanda Penduduk. 
4) Pluit. 
5) Pentungan. 
6) Senter. 
7) Buku saku dan aJat tulis. 
8) Topi/helm. 
9) Kopelrim. 
10) Jaket. 
11) Borgol. 
12) Senjat.a Api (bagi yang mempunyai izin). 

b. Perlengkapan/ Peralatan patroli berjalan kaki terdiri dari: 
1) Perlengkapan Perorangan 
2) Pentungan 
3) Borgol 
4) Senj_at.a api (bagi yang mempunyai izin). 

c. Perlengkapan/ Peralatan Patroli Bersepeda Motor terdiri dari: 
1) PerJengkapan perorangan 
2) Pentungan 
3) Borgol 
4) Senjat.a api (bagi yang mempunyai izin). 
5) Sepeda Motor Dines dengan perlengkapan: 

a) Surat lzin Mengemudi 
b) STNK 
c) PeraJatan kunci 

d. Perlengkapan/ Peralatan Patroli Kendaraan roda empat terdiri 
dari: 
1) Perlengkapan perorangan. 
2) Pentungan. 
3) Borgol. 
4) Senjata api (bagi yang mempunyai i,zin). 
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5) Kendaraan dengan perlengk.apan: 
a) SIM (bagi Pengemudinya). 
b) STNK. 
c) Lampu Patroli. 
d) Lampu Sorot. 
e) Sirine. 
I) Kotak P3K. 
g) Kunci-k:unci dan dongkrak. 
h) Alat pemadam k.ebakaran. 

5. Pelaksanaan: 
a. Perenraoaao Patroli. 

Perencanaan Togas Patroli harus dibuaL dengao memperhatikan: 
l) Keseimbangan an tam cara dan sarana deogan sasarannya. 

2) 1'erlaksanaoya kerjasama Satuan Polisi Pamong Praja dengan 
masyaraJ<at sehingga pelaksanaannya dapa.L mencapai 
dayaguna dao hasilguna. 

3) Sebab dan akibat yang timbul, yang memungkjnkan Satuan 
Polisi Pamong Praja harus bertindak sebaiknya dapat 
diketahul terlebih dabulu . Terjadinya pelanggaran yang dapat 
menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum dan 
ketenteraman masyarakat merupakao aldbat dari suatu 
sebab. Karena itu setiap perencanaan, tugas patroli harus 
didasarkan kepada perkiraan keadaan. 

4) Percncaoaao Togas PaLrOli harus disesuaikan dengan tugas 
Pokok Satuan Polisi Pamong Praja dan peraturan yang 
berlaku serta mengemban misi uotuk mensosialisasikan 
berbagai peraturan peruodangan yang ada, kepada 
masyarakat da.lam meningkatkan ketertiban umwn dan 
ketenteraman masyarakat. 

5) Hal-hal mendasar lainnya yang harus diperhatikan dalam 
Pe.rencanaan Patroli adalah sebagai berikut: 
a) Uotuk setiap tugas patroli harus dibuat Surat Perintah 

yang ditanda tangani oleh Kepala Satuan, dimana 
dicantumkan jumlah dan nama serta pangkat berikut NIP 
personil patroli yang akan diberangkatkan. 

b) Untuk tugas-tugas khusus diberikan ketentuan tcntang 
rugas pokok yang harus dilakukan, disamping itu 
diadakan pembatasan terhadap personil paLrOli untuk 
menjaga disiplin. 

c) Setelah kembali dari patroli, Kepala Patroli yang ditunjuk 
harus melapor kepada Kepala Satuan dalam waktu 24 
jam dan menyerahkan laporao terrulis, berisi semua hal 
yang menyangkut penugasannya. 

d) Ketentuan perlengkapan dao alat komuni.kasi harus 
disesuaikao deogan situasi dao kondisi daerah serta sifat 
dan tujuan penugasan patroli. 
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b. Pelaksanaan bentuk-bentuk Patroli: 
1) Patroli: 

a) Patroli biasanya dilaksanakan dalam kota. 
b) Penugasan Patroli cukup dicantumkan dalam jadwal 

patroli pada buku mutasi. 
c) Tugas Patroli harus dilakukan dengan seksama dan teliti, 

setiap tugas patroli harus senantiasa memperhal.ikan, apa 
yang harus didengar dan dilihat, supaya dapat menga.mbil 
kesimpulan apa yang harus dilakukan atau dilaporkan 
kepada pimpinan. 

d) Setiap kejaclian hams dicataL di buku. 
e) Tugas Palroli dapat dilakukan dengan sistem sebagai 

bcrikut: 
(l) Patroli blok, yaitu patroli yang dilakukan dengan 

berjalan kaki terhadap suatu tempat yang dianggap 
merupakan tempat yang rawan tehada-p ketertiban 
umum. 

(2) Patroli kawasan, yaitu patroli yang dilakukan dengan 
kendaraan bermotor karena daerahoya Jebih luas, 
misalnya sacu keca.matan, bertujuan melakukan 
kontrol dan pengecckan terhadap segala sesuatu yang 
berbubungan dengan ketertiban umum. 

(3) Patroli Kabupat.en dan Kota, yaitu pengawasan 
terhadap Kabupaten dan Kota menyangkut ketertiban 
umum dan ketenteraman masyara.kat serta penegakan 
Peraturan daerah, Peraturan Kepala Daerah dan 
produk hukum lainnya yang ada d.iselurub wilayah 
Kab/Kota. 

2) Patroli Pengawasan: 
a) Patroli Pengawasan adalah penugasan patroli yang 

bersifat inspeksi dan diselenggarakan menurut 
kebutuhan untuk memantau keadaan daerah atau 
beberapa tempat yang menurut perkiraan akan 
timbulnya gangguan terhadap ketertiban umum dan 
ketentcraman maeyarakat serta upaya penegakan 
Pcraturaa daerab yang ada. 

b) Tugas dari patroli adalah: 
(l) Pemelibaraan, Pengawasan, Penertiban Kete.rtiban 

Umum dan Ketenteraman Masyarakat. Penegakan 
Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerab. 

(2) Melaksanakan pembinaan masyarakaL 
(3) Penerangan pada maeyarakat tentang hal-hal yang 

mengenai tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong 
Praja 

(4) Mensosialisasikan kebijakan Pemerintab yang terkait 
dengan tugas Polisi Pamong Praja serta men.ampung 
saran-saran dari masyarakat yang berkaitan dengan 
Kebijakan Pemerintah. 
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3) Patroli Khusus 
a) Patroli khusus adalah penugasan patroli yang 

diperintahkan secara khusus oleh Kepala SalUan yang 
bersifat represif atau penindakan di lapangan sesu.ai 
runtutan atau keburuhan yang ada dalam upaya 
penegakan k~tertiban \lmum. 

b) Tugas dari patroli adalah: 
(1) Melalrukan penindakan terhadap semua pelanggaran 

ketertiban umum dan ketenLCraman masyarakal dan 
PeralUran daerab. 

(2) Menindak Janjut:i semua laporan, peogaduan dan 
perintah khusus dari pimpinao uotuk melakukan 
penindakao terhadap masyarakat yang nyata-nyata 
melaoggar kcLertibao umum dao ketcnteraman 
masyarakat dan Peratu:ran daerab. 

6. Administrasi: 
a . Surat l'erintah l'atroli. 

Setiap akao melaksanakan palroli harus mcmbawa surat 
Perintah Patroli yang dikeJuarkan olch Kepala Satuao Polisi 
?among Praja. 

b . Daftar Petugas Patroli. 
Oalam Surat Periotah Palroli harus dicantumkao nama-nama 
anggota yang clitunjuk melaksanakan patroli. 

c. Laporan Hasil Tugas Patroli. 
Apabila telah selesai atau kembali da.ri tugas, scgera membuat 
laporan tugas Patroli yang cliserahkao kepada Kepala Satuan 
Polisi Pamong Praja. 
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